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ABSTRAK 

 

 Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh 

Pengadilan Agama Bantul. Setiap perkara perceraian yang terdaftar, harus melewati 

proses mediasi terlebih dahulu sebelum masuk persidangan sesuai dengan amanat 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Perkara perceraian yang terdaftar pada tahun 2018-2020 dari total 1.286 

perkara yang dimediasi, terdapat 58 total perkara yang berhasil dimediasi  dan 479 

perkara yang gagal dimediasi. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa hasil mediasi 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul masih terbilang rendah. Oleh karena 

itu, hal ini menarik untuk diteliti mengingat bahwa para mediator yang bertugas di 

Pengadilan Agama Bantul sudah bersertifikat mediator. Bagaimana peran 

mediatordalamproses mediasi perkara perceraian dan bagaimana pengaruh kondisi 

permasalahan rumah tangga masyarakat yang berperkara terhadap tingkat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul menjadi pertanyaan yang akan 

dijawab dalam penelitian ini. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan 

data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator yang bertugas di Pengadilan 

Agama Bantul sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal serta bersungguh-

sungguh dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal tersebut dibuktikan 

dengan kemampuan para mediator dalam mendamaikan sengketa yang menjadi 

dampak dari perceraian seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, nafkah pasca 

perceraian, dan lain sebagainya yang dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016 dinamakan 

dengan kesepakatan perdamaian sebagian. Namun, dari maksimalnya tugas mediator 

tersebut, terdapat salah satu faktor penting sebagai penentu keberhasilan mediasi yaitu 

adanya pengaruh kondisi perkara yang dimediasi. Kondisi perkara perceraian yang 

masuk di Pengadilan Agama Bantul didominasi oleh perkara yang sudah akut dengan 

tingkat kerumitan masalah yang tinggi yaitu sekitar 80% level akut, 15% level sedang, 

dan sekitar 5% perkara dengan level ringan,  dari total 1.286 perkara perceraian yang 

dimediasi. Selain faktor tersebut di atas, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi 

penghambat keberhasilan mediasi yaitu; a) Para pihak (penggugat/ pemohon) sudah 

bersikukuh untuk bercerai, b) Itikad baik para pihak atau tergugat tidak hadir, c) tingkat 

kesadaran masyarakat, d) mediasi dianggap hanya sebagai formalitas, dan e) waktu 

mediasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bantul dinilai terlalu singkat.  

 

Kata Kunci: Perkara perceraian, mediasi, mediator profesional, PERMA No. 1 Tahun 

2016. 
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ABSTRACT 

 

 Divorce are the most handled case by the Bantul Religious Court. Every 

registered divorce cases must go through a mediation process before ride into the trial 

by following the mandate of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning 

Mediation Procedures in Courts. Divorce cases registered in 2018-2020 out of 1,286 

mediated cases, there were 58 cases that were surely mediated and 479 cases which 

failed to be mediated. Based on that statistic, it can be seen that the results of mediation 

in divorce cases at the Bantul Religious Court are still insignificant. Therefore, it is 

interesting to study in view of  that the mediators who served in the Bantul Religious 

Court were already certified. What are the role of the mediator in the mediation process 

in divorce cases and the influence of the condition of the community's household 

problems in the case of the success rate of mediation at the Bantul Religious Court are 

the questions that would be answered in this study. 

 This type of research is field research using a sociological approach. While 

the data analysis method used is a qualitative method that produces descriptive-

analytic data. In the data collection method, compilers use the form of observation, 

interviews, and documentation. 

 The results showed that the mediators who served in the Bantul Religious 

Court had carried out their duties optimally and were serious in reconciling the parties 

in litigation. This is evidenced by the ability of the mediators to reconcile cases that 

are the impact of divorce such as child custody, sharing of joint assets, post-divorce 

livelihoods, etc. which are in PERMA NO. 1 of 2016 is called the partial peace 

agreement. However, by the maximum role of the mediator, there is one important 

thing that determines the success of the mediation, that mean there is an influence on 

the condition of the case taht being mediated. The conditions for divorce cases that 

have been submitted to the Bantul Religious Court were dominated by cases that are 

already critical and have a high level of complexity, namely around 80%, a medium 

level around 15%, and low level around 5% by 1,286 mediated divorce cases. Besides 

the aforementioned factors, there are several other factors that hinder the goal of 

mediation, namely; a) The parties (the plaintiff / applicants) already determined to 

divorce, b) The good will of the parties or the defendant that did not attend, c) the level 

of public awareness, d) mediation is considered only as a formality, and c) the 

mediation time provided by the Bantul Religious Court is considered too short. 

 

Keywords: Divorce Case, mediation, professional mediator, PERMA No. 1 of 2016. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 Sā' Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Hā' ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 Sād ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 



 

 

ix 

 

 Dād ḑ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Tā' ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zā' ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ koma terbaik di atas‘ ع

 gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis   Sunnah سنة 

 ditulis  ‘illah علة

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 



 

 

x 

 

      ditulis al-Mā’idah المائدة

 ditulis islāmiyyah إسلامية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h 

المذاهبمقارنة    ditulis Muqāranah al-mazāhib 

 

IV. Vokal Pendek 

  ِ   Kasrah  ditulis   i 

  ِ   Fathah  ditulis  a 

  ِ   Dammah ditulis   u 

 

V. Vokal Panjang 

 

1. Fathah + alif    ditulis   ā 

 ditulis   istihsān   استحسان

2. Fathah + ya’ mati   ditulis  ā 

 ditulis  Unsā    أنثى

3. Kasrah + ya’mati  ditulis   ȋ 

 ditulis  al-‘Ālwānȋ   العلواني

4. Dammah + wawu mati ditulis  û 

 ditulis  ‘ulûmu    علوم

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1. Fathah + ya’mati ditulis  ai 



 

 

xi 

 

 ditulis  ghairihim  غيرهم

2. Fathah + wawu mati ditulis   au 

 ditulis  qaul   قول

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 ditulis   a’antum  أأنتم

 ditulis  u’iddat  أعدت

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis   al-Qur’an  القران

 ditulis  al-Qiyas  القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya. 

 ditulis  ar-risālah  الرسالة

 ’ditulis  an-nisā   النساء

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 ditulis   ahl al-ra’yi  أهل الرأي

 ditulis  ahl al-sunnah  أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata 

sangatlah penting untuk dilaksanakan. Efektivitas mediasi bergantung pada 

keahlian seorang pihak ketiga dalam menjalankan perannya sebagai mediator 

yaitu mengatur dan mengarahkan proses tawar menawar dalam mediasi guna 

mencapai sebuah kesepakatan.1 

Mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi memiliki fungsi dan peran 

penting yaitu memberikan bantuan dengan segenap pengetahuan dan 

kemampuannya dalam proses mediasi dengan tidak memiliki kewenangan 

memutus dan tidak memihak, cukup dengan membantu yang berperkara untuk 

mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh keduanya.2 

Mediasi lahir untuk mengupayakan adanya perdamaian dalam setiap 

perkara perdata yang diajukan ke pengadilan.  Hal ini sesuai dengan kebijakan 

Mahkamah Agung yang mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diperiksa 

oleh pengadilan yang tercermin dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Terdapat dua 

                                       
1Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 

Cet. ke- II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28. 

 
2 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. ke-II 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 13. 
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alasan mengapa mediasi tersebut dikatakan penting. 1), Adanya mediasi 

diharapkan mampu mengurangi terjadinya akumulasi kasus yang dialami oleh 

Mahkamah Agung yang telah menghadapi masalah tersebut secara terus menerus 

2) Para pihak yang menginginkan keadilan dan kepuasan dalam penyelesaian 

perkara pada proses peradilan, dapat diperoleh dari keikutsertaannya dalam proses 

mediasi.1 

Namun, adanya peraturan tersebut di atas, tidak menjamin adanya 

keberhasilan damai di setiap proses mediasi yang dilakukan di berbagai 

Pengadilan Agama. Hal ini bisa dikarenakan mediator yang menangani perkara 

tersebut belum profesional (belum bersertifikat), kurang pengalaman, dan 

pengaruh faktor lainnya.2 

Adapun data perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Bantul dalam 

kurun waktu 2018-2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.  

Data Perkara Yang Dimediasi 

Perkara Per 

Tahun 

Perkara Yang 

Diterima 

Jumlah Perkara 

Yang Dimediasi 

Gagal 

Dimediasi 

Berhasil 

Dimediasi 

2018 1.576  436 

 

239 

 

18  

 

2019 1.517 425 193 23 

2020 1.324 425 47 17 

                                       
1 Adam Rahman, “Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di 

PA Kota Tasikmalaya)” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2 (Desember 2014), hlm. 151. 

 
2 Wawancara dengan Abdul Mujib, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 

2 Juni 2020.  
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*Sumber diperoleh dari Hj Yusma Dewi, S.H, M.H. Panitera Muda Hukum 

Pengadilan Agama Bantul 

 

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018 sebanyak 1.576 perkara yang 

diterima di Pengadilan Agama Bantul dan 436 perkara yang masuk tahap mediasi. 

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil dimediasi adalah sebanyak 18 perkara 

dan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 231 perkara. Pada tahun 2019, 

sebanyak 1.517 perkara yang masuk dan 425 perkara yang dimediasi sehingga 

terdapat 23 perkara yang berhasil dimediasi dan 193 perkara yang gagal dimediasi. 

Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 1.324 perkara yang diterima  dengan jumlah 

perkara yang dimediasi berada pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya 

yaitu sebanyak 425 perkara, sedangkan jumlah perkara yang gagal dan berhasil 

dimediasi mengalami penurunan yaitu sebanyak  47 perkara yang gagal dan 17 

perkara yang berhasil dimediasi.3 Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 

15 - 20 % saja perkara perceraian yang berhasil dimediasi.4 

Data tersebut membuktikan bahwa mediasi pada perkara perceraian 

masih sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Padahal dalam prakteknya, 

mediator yang menangani kasus tersebut merupakan mediator profesional non 

hakim yang melakukan praktek di Pengadilan Agama Bantul.5 Oleh karena itu, 

menarik untuk diteliti bagaimana proses mediasi yang dilakukan sehingga 

                                       
 3 Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020. 

 

 4 Wawancara dengan Abdul Mujib, Mediator, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2020.  

 

 5 Wawancara, Abdul Mujib, Mediator... 
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menyebabkan rendahnya perdamaian yang dicapai dalam mediasi perkara 

perceraian di pengadilan tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Bantul dari Tahun 2018-2020 ? 

2. Mengapa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 

2018-2020 masih rendah dan apa faktor-faktor penyebabnya ? 

3. Bagaimanakah tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor-faktor yang 

menjadi penyebab rendahnya tingkat mediasi di Pengadilan Agama Bantul 

Tahun 2018-2020 ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa tingkat keberhasilan mediasi penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Bantul. 

2. Menganalisa penyebab rendahnya tingkat mediasi di Pengadilan Agama 

Bantul. 

3. Menganalisa faktor-fektor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi 

menurut tinjauan efektivitas hukum di Pengadilan Agama Bantul. 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta membantu 

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai peran mediator dalam 

proses mediasi peradilan di Pengadilan Agama Bantul.   

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh akademisi dalam kegiatan ilmiah 

dan akademik mengenai peran mediator dalam proses mediasi yang dilakukan 

di Pengadilan Agama Bantul.   

 

D. Telaah Pustaka 

Tulisan mengenai peran mediator dalam proses mediasi bukanlah hal 

yang baru dalam bidang keilmuan di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting 

untuk dikaji mengingat hasil mediasi bergantung kepada proses mediasi yang 

dilakukan oleh mediator yang menangani perkara perceraian. Penelitian lapangan 

terkait praktik mediasi sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti, 

Regita Amelia Cahyani, 6 Mirwan Fikri Muhkam, 7  dan Ahmad Jalaludin, 8 

menjelaskan bahwa peran mediator dalam mediasi sudah dilaksanakan dengan 

maksimal, namun hasil mediasi yang didapatkan masih belum efektif dikarenakan 

                                       
6 Regita Amelia Cahyani, “Peran Mediator Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Bantul”, Skripsi SarjanaFakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, (2019), hlm. 47. 

 
7  Mirwan Fikri Muhkam,  “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar”, Jurnal Tomalebbi, Vol. 3, No. 1 (Maret 2016), hlm. 74.  

 
8 Ahmad Jalaluddin, “Peranan Mediator dalam Penyelasaian Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan”, Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (2013), hlm. 89. 

 

https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/issue/view/255
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adanya keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai. Sebaliknya, dalam beberapa 

penelitian, seperti, Ahmad Jauhari, 9  dan Adam Rahman, 10    mengungkapkan 

bahwa peran mediator masih belum maksimal dan masih dijalankan setengah hati 

dikarenakan merangkapnya tugas hakim sekaligus mediator. Selain faktor 

tersebut, kurangnya jumlah mediator profesional,11minimnya pengalaman12 serta 

kurangnya fasilitas 13  dalam pelaksanaan mediasi menjadi penyebab belum 

efektifnya hasil mediasi.  

Hasan Fuadi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menilai 

keberhasilan mediasi pada perkara perceraian, terdapat pemahaman berbeda yang 

muncul dari mediator hakim dan mediator non hakim. Adapun latar belakang 

kepribadian, pendidikan, serta situasi nyata yang dihadapi menjadi penyebab 

pembentukan pemahaman tersebut.14 

                                       
9  Ahmad Jauhari, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2005-2009”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2010), hlm. 76. 

 
10 Adam Rahman, “Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di 

PA Kota Tasikmalaya)” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2 (Desember 2014), hlm. 153. 

 
11Nita Nurvita, “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan 

Agama Pekanbaru”, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2016), hlm. 10. 

 12 Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Jambi”, Jurnal Al-Risalah, Vol. 15, No. 2 (Desember 2015), hlm. 307. 

 
13  Muhammad Bisri Mustofa, “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara 

Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”, 

Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2017), hlm. 87. 

 

 14 Hasan Fuadi, “Persepsi Mediator tentang Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Semarang”,Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama 

Islam Negeri Walisongo Semarang, (2013), hlm. 113. 
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Selanjutnya penelitian normatif terkait praktek mediasi dilakukan oleh 

Takdir Rahmadi, dalam bukunya membagi mediator menjadi dua tipe, yaitu 

mediator profesional dan bukan profesional. Kedua tipe tersebut sekaligus dapat 

membedakan peran dan hasil yang didapatkan dari proses mediasi yang 

dilakukan.15 Iman Jauhari, mengatakan bahwa mediasi jalur non litigasi dinilai 

lebih efektif dibandingkan dengan mediasi jalur non litigasi. 16  Nurnaningsih 

Amriani, dalam bukunya dengan mengutip pendapat Raiffa, memaparkan bahwa 

peran mediator memiliki dua sisi peran yaitu peran terlemah dan peran terkuat. 

Peran terlemah yang apabila menjalankan perannya hanya sekedar formalitas saja 

dan peran terkuat jika mediator tersebut menjalankan tugasnya dengan penuh 

persiapan dan terprosedur.17 Terakhir, penelitian normatif yang dilakukan oleh 

Malik Ibrahim dengan mengatakan bahwa banyaknya hakim yang belum 

bersertifikat mengakibatkan rendahnya kualitas keberhasilan mediasi.18 

Dari beberapa penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas 

membuktikan bahwa telah banyak penelitian yang membahas tentang mediasi dan 

berbagai permasalahannya seperti peran mediator yang belum maksimal dan 

                                       
15 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. ke-II 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 34. 

 

 16 Iman Jauhari “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Islam” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII, (April 2011), hlm.  47. 

 

 17 Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 

Cet. ke- II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 62. 

 
18 Malik Ibrahim “Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan 

Peradilan Agama”, MADANIA, Vol. 19, No. 1 (Juni 2015), hlm. 13. 
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mediasi yang belum efektif  baik dalam bentuk pustaka maupun praktik 

(lapangan). Namun dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Sekalipun pernah 

ada penelitian skripsi oleh Regita Amelia Cahyani (2019) tentang “Peran Mediator 

Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, Ahmad Jauhari  

(2010) berjudul tentang “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2005-2009. Artikel berkenaan dengan 

“Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan 

Peradilan Agama” ditulis oleh Malik Ibrahim (2014).  Kemudian artikel yang 

ditulis oleh Adam Rahman (2014) yang berjudul “Peranan Mediasi Dalam 

Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya).  

Oleh karena itu, dari semua penelitian yang pernah ditulis sebelumnya, 

tulisan Regita Amelia Cahyani adalah penelitian yang mempunyai kemiripan 

dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu sama-sama membahas 

tentang peran mediator dalam proses mediasi terkait penyelesian sengketa rumah 

tangga. Walaupun memiliki kesamaan dari  segi obyek penelitiannya yaitu 

Pengadilan Agama Bantul, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum dengan memilih teori efektivitas hukum, teori budaya hukum, serta teori 

resolusi konflik berbasis kearifan lokal sebagai pisau bedah dalam menganalisis 

tingkat keefektivan dan penyebab rendahnya kesepakatan mediasi dalam 

praktiknya. Kemudian penelitian ini dapat menguatkan penelitian sebelumnya 

yang mengambil data mediasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016-2018 
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dengan melakukan pembaharuan terkait hasil yang diperoleh dari mediasi pada 

tahun 2018-2020 dengan berfokus pada peran mediator profesional non hakim 

dari segi strategi, bukan mediator secara umum serta akan meneliti penyebab 

rendahnya tingkat perdamaian dalam perkara perceraian melalui mediasi 

peradilan. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Mediasi sebagai media  dalam menyelesaikan sebuah perselisihan 

membutuhkan bantuan mediator sebagai penengah. Mediator tersebut 

mengadakan pertemuan dengan para pihak dan membicarakan perihal masalah 

yang dihadapi dengan cara musyawarah dan tawar menawar. Mediator dalam hal 

ini, memiliki posisi sebagai seseorang yang tidak mepunyai hak untuk membuat 

keputusan. 19 Adapun seorang mediator juga memiliki peran dan fungsi yang 

menurut Fuller 20  bisa sebagai;1) katalisator, 2) pendidik, 3) narasumber, 4) 

penyandang berita jelek, 5) agen realitas, 6) dan sebagai kambing hitam 

(spacegoat). 

                                       
19 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. ke-II 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 12. 

 
20Ibid.,, hlm. 14. 
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Selanjutnya, untuk mempertajam dan menguak permasalahan tersebut, 

maka kemudian penulis menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau 

analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

1. Teori efektivitas hukum  

Menurut Soerjono Soekanto 21  efektif atau tidaknya suatu hukum 

dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya : 1) Hukum (undang-undang) itu 

sendiri, 2) Peran dari penegak hukum sebagai pembuat hukum, 3) Sarana dan 

fasilitas yang mendukung, 4) Masyarakat sebagai subyek hukum, 5) Terdapat 

kebudayaan yang dijadikan hasil karya berdasarkan fitrah manusia di dalam 

kehidupan sosial.  

Menurutnya, 22 ukuran dari maksimalnya pelaksanaan hukum 

ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat dan penegak hukum dalam 

mematuhi hukum yang berlaku. Sehingga sesuai dengan asumsi yang 

berbunyi: 

“Berfungsinya suatu sistem hukum adalah indikator dari tingginya 

sebuah taraf kepatuhan. Kemudian, bukti tercapainya tujuan hukum 

ialah berfungsinya hukum tersebut yaitu dengan berupaya 

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup serta 

mempertahankan kehidupannya.” 

 

                                       
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.  

 
22 Lihat Soerjono Soekanto dalam buku yang ditulis oleh Dahlan, Problematika Keadilan 

dalam Penerapan Pidana bagi Penyalah Guna Narkoba (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 185. 
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Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur seberapa efektif 

mediasi yang dilakukan oleh mediator sehingga menghasilkan kesepakatan 

para pihak dalam perkara perceraian. Pada dasarnya strategi mediator sangat 

menentukan bagaimana dan ke mana mediasi tersebut dijalankan. Oleh 

karena itu, teori efektivitas hukum dinilai sangat membantu dalam 

menganalisis penelitian peran mediator dalam praktek mediasi perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Bantul. 

Teori efektivitas hukum seperti yang telah dijelaskan di atas 

selanjutnya dijadikan sebagai pisau bedah untuk menganalisis peran dan 

perilaku mediator serta keefektivan proses mediasi. Mengetahui bagaimana 

strategi yang digunakan oleh mediator tersebut dapat membantu para pihak 

mendapatkan kesepakatan damai atau tidak, sehingga dapat dinilai sejauh 

mana proses mediasi tersebut dapat dikatakan efektif yaitu dengan 

menggunakan teori efektivitas hukum. 

2. Teori Sistem Hukum   

Teori sistem hukum digunakan untuk mengkolaborasikan teori 

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan efektivitas hukum menurut 

Lawrence M Friedman dalam sistem ke tiga sistem hukum andalannya, yaitu:23 

a. Struktur Hukum 

                                       
23 Ibid, hlm.1-5. 
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 Struktur hukum sebagai hukum sistem struktural yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.24 

b. Substansi Hukum 

  Substansi hukum dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku 

nyata manusia yang berada pada sistem itu, substansi berkaitan dengan apa 

yang dihasilkan atau dilakukan struktur hukum. Suatu peraturan bisa 

mengandung pelimpahan diskresi pada suatu aspek dan tidak pada aspek 

yang lain.25 

c. Budaya Hukum 

 Budaya hukum sebagai salah satu unsur terpenting dalam penegakan 

hukum menjadi sangat diperhatikan dalam penelitian ini. Tradisi hukum 

seringkali digunakan sebagai kata lain dari budaya hukum yaitu untuk 

mengatur kehidupan masyarakat hukum. Kehidupan masyarakat hukum yang 

sering dijalani memiliki rasa persaudaraan yang kuat, kepentingan dan 

kesadaran yang sama, sehingga melahirkan ikatan keluarga dalam skala besar 

dan menjadikan  hukum yang lahir dalam masyarakat seringkali menjadi tidak 

tertulis.26 

                                       
24 Ibid, hlm.202-207. 

 
25 Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum, hlm.42. 

 
26 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 

2003) hlm.156. 
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Teori sistem hukum digunakan untuk mengukur bagaimana kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Bantul menjadi sulit untuk didamaikan 

walaupun semua mediator yang menangani perkara tersebut sudah 

profesional. Oleh karena itu, dengan adanya teori ini, maka dapat dilihat 

bagaimana konstruk budaya masyarakat ketika terjadi perselisihan untuk 

tidak mendiamkan secara berlarut-larut sehingga berdampak pada kesulitan 

menemukan kesepakatan damai.   

3. Teori Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal 

 Konflik adalah hubungan yang saling bertentangan antara dua pihak 

atau lebih (pribadi maupun organisasi) yang memiliki atau merasa memiliki 

tujuan tertentu, akan tetapi tidak sejalan dengan ideologi, perasaan dan sikap 

yang dijalankan.27 

 Resolusi konflik merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan 

untuk menyelesaikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dengan 

berupaya menciptakan ikatan baru yang relatif berjangka panjang antara  

(individu atau organisasi) yang berselisih.28 

 Adanya perceraian cenderung disebabkan oleh terjadinya perselisihan 

atau konflik yang dihadapi oleh kedua pasangan dalam kehidupan rumah 

                                       
 27 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur, 

(Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 249. 

 

 28Ibid., hlm. 288. 
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tangga. Oleh karena itu, teori resolusi konflik digunakan untuk memperbaiki 

hubungan antara pasangan yang berselisih dengan menerapkan pendekatan 

kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat daerah Bantul. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti terkait dengan 

peran mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan menemukan data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam kurun waktu  tiga tahun terakhir (tahun 

2018-2020).29 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menemukan dan 

menjelaskan fakta atau kejadian yang terkandung dalam permasalahan yang 

diteliti sesuai dengan interpretasi yang tepat serta melakukan analisis terhadap 

fakta yang telah didapatkan dalam penelitian. 30 Peneliti menemukan dan 

menjelaskan bagaimana peran mediator dalam menjalankan mediasi sehingga 

                                       
29  Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak 

Publisher, 2018), hlm. 9. 

 
30 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia, 2019), hlm. 33. 
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dapat diketahui sebab akibat masih rendahnya tingkat keberhasilan yang 

dicapai dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Bantul.  

3. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Data primer: merupakan data pokokyang mengacu pada data yang diperoleh 

langsung dari sumber melalui wawancara, observasi atau laporan baik 

berupa dokumen, kemudian diolah peneliti. 31  Peneliti memperoleh data 

dengan melakukan wawancara dengan hakim dan mediator yang menangani 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.  

 Adapun daftar informan dalam penelitian ini, ialah tiga hakim mediator 

dari total tujuh hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul dan  tiga 

mediator non hakim dari sembilan mediator non hakim yang bertugas di 

Pengadilan Agama Bantul. Adapun informan tersebut, ialah : 

1) Tiga hakim mediator Pengadilan Agama Bantul: 

a) H. Muh. Dalhar Asnawi, SH 

b) Dra. Hj. Nafilah, M.H. 

c) Arief Rahman, S.H. 

2) Tiga Mediator Non Hakim dari Asosiasi Mediator Syariah dan Purna 

Hakim: 

a) Heniy Astiyanto, S.H 

b) Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I. (Purna Hakim) 

                                       
 31  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Leny Wulandari (ed.), cet. ke V (Jakarta 

:SinarGrafika, 2014), hlm. 106. 
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c) Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. 

b. Data sekunder: merupakan data tambahan yang diperoleh melalui 

penelaahan berbagai literatur berupa hasil penelitian sebelumnya terkait 

pelaksanaan proses mediasi oleh mediator serta data dari penelitian 

kepustakaan lainnya.32 

4. Pendekatan 

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami hukum dari 

aspek sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Menggambarkan 

bagaimana masyarakat berinteraksi dan menghadapi konflik sosial yang 

berkaitan dengan suatu hukum yang berlaku.33 Melakukan penelitian terhadap 

hakim dan mediator yang melakukan mediasi, proses pelaksanaan mediasi dan 

faktor yang menyebabkan rendahnya kesepakatan damai dalam proses mediasi 

di Pengadilan Agama Bantul. 

5. Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan 

analisis logika berfikir deduktif dan induktif, sebagai berikut:  

                                       
 32 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: 

Suaka Media, 2015 ), hlm. 89. 

 
33 Tabrani, Arah Baru: Metodologi Studi Islam (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015), hlm. 

155. 
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a. Penalaran Deduktif, adalah cara berpikir yang mengimplementasikan 

sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu 

yang khusus.34 

b. Penalaran Induktif, yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang 

khusus, kemudian memverifikasikannya dalam bentuk umum untuk 

sampai pada satu titik kesimpulan.35  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disusun agar penulisan tesis menjadi lebih 

sistematis dan mudah dipahami. Adapun pembagiannya menjadi  lima bab, yaitu: 

Bab pertama merupakan sebuah pengantar yang menjelaskan alur utama 

dari keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang diikuti 

dengan rumusan masalah sebagai penyambung pokok permasalahan yang 

diangkat. Kemudian dilanjutkan pada tujuan dan kegunaan penelitian agar 

penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang tepat dan bisa memberikan suatu 

manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya telaah pustaka sebagai 

penjelasan masalah yang diteliti dan belum pernah diteliti. Berikutnya kerangka 

teoritik merupakan alat bedah dalam menganalisa data dan metode penelitian 

                                       
  
 34 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40. 
 

35 Ibid. 
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menjelaskan teknik yang dipakai dalam penelitian serta sistematika pembahasan 

sebagai panduan untuk memberikan arahan kepada pembaca terhadap substansi 

penelitian. 

Bab kedua adalah gambaran tentang mediasi. Kajian ini terlebih dahulu 

disajikan berdasarkan pertimbangan untuk menganalisis secara spesifik mengenai 

konsep dasar mediasi serta mediator yaitu definisi mediasi, tujuan dan manfaat 

mediasi, prinsip-prinsip mediasi, model-model mediasi, tahapan dan proses 

mediasi, kekuatan mediasi, kelemahan mediasi, peran dan fungsi mediator, serta 

tugas dan kewenangan mediator. 

Bab ketiga adalah pembahasan tentang mediasi perceraian di Pengadilan 

Agama Bantul. Mendeskripsikan terlebih dahulu profil Pengadilan Agama Bantul, 

sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bantul, struktur organisasi Pengadilan 

Agama Bantul, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul, tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Agama Bantul, profil mediator non hakim di Pengadilan Agama 

Bantul, mediasi perceraian menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan 

Agama Bantul dan hasil mediasi. 

Bab keempat merupakan bab analisis tentang peran mediator dalam proses 

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dengan memaparkan 

berbagai hal yang mempengaruhi jalannya mediasi yang dianalisa menggunakan 

teori efektivitas hukum, teori budaya Hukum dan teori resolusi konflik, serta faktor 

pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi. 
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Bab kelima merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berupa kesimpulan 

dan saran yang diberikan dari hasil penelitian terkait peran mediator dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah meneliti, mengkaji, dan memaparkan terkait peran mediator 

dalam perkara perceraian, maka menghasilkan beberapa kesimpulan seperti di 

bawah ini : 

1. Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul 

Tahun 2018-2020 masih dikatakan rendah dengan presentase pada tahun 2018 

terdapat sekitar 1,2% yang berhasil dimediasi, sedangkan pada tahun 2019 

terdapat 1,6% perkara yang berhasil dimediasi, kemudian tahun 2020 terdapat 

1,3% perkara yang berhasil dimediasi. Keberhasilan mediasi selama tahun 

2018-2020 tersebut jika dirata-ratakan hanya sebesar 1,4% selama kurun waktu 

tiga tahun dari tahun 2018-2020. 

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul, yaitu: a) Para pihak 

(penggugat/ pemohon) bersikukuh untuk bercerai, b) Tingkat kesulitan dan 

kerinagan perkara, c) Tingkat kesadaran masyarakat, d) Itikad baik para pihak 

atau tergugat tidak hadir, e) Kemampuan Mediator, f) Mediasi dianggap hanya 

sebagai formalitas, dan g) Waktu mediasi yang diberikan oleh Pengadilan 

Agama Bantul dinilai terlalu singkat.
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3. Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul belum efektif, selain 

dikarenakan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, juga dikarenakan 

tingginya angka kesulitan perkara yang masuk di pengadilan tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan masih rendahnya keberhasilan mediasi selama tiga tahun 

terkahir yaitu sebanyak 1.286 perkara perceraian yang dimediasi, terdapat 58 

total perkara yang berhasil dimediasi dan 479 perkara yang gagal dimediasi 

selama tahun 2018-2020. Kegagalan tersebut didominasi oleh perkara rumah 

tangga yang sudah akut sebanyak 80%, pada level sedang sekitar 15%, serta 

level ringan sekitar 5%.   

 

B. Saran 

 Satu hal yang menjadi kekurangan dari perundang-undangan di 

Indonesia adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap masyarakat sebagai pelaksana hukum. Hal tersebut tidak terkecuali 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, di mana masyarakat masih belum 

mengerti dan memahami terkait bagaimana maksud dan tujuan mediasi, bahkan 

tidak sedikit masyarakat yang takut ketika mendengarkan kata “pengadilan” 

sehingga enggan untuk mempercayakan kasusnya ditangani oleh pengadilan. Oleh 

karena itu, peneliti  berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi terus menerus 

kepada masyarakat terkait peraturan perundangan-undangan di Indonesia agar 

tercapai cita-cita hukum seperti yang diharapkan. 



 
 

111 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum 

Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, Jakarta: Kencana, 2009.  

 

Amriani,Nurnaningsih, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, Jakarta : Rajawali Pers, 2012. 

 

Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana bagi Penyalah Guna 

Narkoba Yogyakarta : Deepublish, 2017. 

 

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Bandung: Alfabeta, 2008. 

 

M. Friedman, Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim, 

Bandung : Nusa Media, 2009. 

 

Noor Mohammad dan Mochammad Sodik, “Mediasi Perceraian Berbasis 

Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat,” 

dalam Livia Holden dan Euis Nurlaelawati (ed.), Nilai-nilai Budaya dan 

Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik 

Terbaik, Yogyakarta: SUKA Press, 2019. 

 

Rahmadi, Takdir, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

Jakarta : Rajawali Pers, 2011. 

 

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: 

Mandar Maju, 2003. 

 

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008. 

 

 

2. Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

 



112 
 

 

3. Jurnal/ Skripsi/ Tesis 

 

Cahyani, Regita Amelia, “Peran Mediator Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Bantul”, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Agama 

IslamUniversitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019. 

 

Fuadi, Hasan, “Persepsi Mediator tentang Keberhasilan Mediasi dalam Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, Skripsi Sarjana Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang, 2013. 

 

Ibrahim, Malik, “Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di 

Lingkungan Peradilan Agama”, MADANIA, Vol. 19, No. 1, Juni 2015. 

 

Jalaluddin, Ahmad, “Peranan Mediator dalam Penyelasaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Magetan”, Tesis Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2013. 

 

Jauhari, Ahmad, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 

 

Jauhari, Iman, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan 

Menurut Hukum Islam” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII, 

April 2011. 

 

Muhkam, Mirwan Fikri,  “Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus 

Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar”, Jurnal 

Tomalebbi, Vol. 3, No. 1, Maret 2016. 

 

Mustika, Dian, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Jambi”, Jurnal Al-Risalah, Vol. 15, No. 2, Desember 

2015. 

 

Mustofa, Muhammad Bisri, “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi 

Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan 

Agama Tulungagung Kelas 1A”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. 

 

Nurvita, Nita, “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Pekanbaru”, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 3, No. 2, 

Oktober 2016. 

 

https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/issue/view/255


113 
 

 

Rahman, Adam, “Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah 

Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya)”, Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, Tahun 

2014. 

 

Rajafi, Ahmad “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi 

Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara)”, 

Yudisia,Vol. 7, No. 1, Juni 2016. 

 

Saifullah, Muhammad, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di 

Pengadilan Agama”, Al Ahkam, Vol. 24, No. 2, Oktober 2014. 

 

4. Kamus 

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2018. 

 

5. Lain-lain 

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Leny Wulandari (ed.), Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014. 

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: 

Jejak Publisher, 2018. 

 

Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. 

 

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Media 

Sahabat Cendekia, 2019. 

 

Pengadilan Agama Bantul https://www.pa-bantul.go.id/ 

 

Sugiarto, Eko, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, 

Yogyakarta: Suaka Media, 2015. 

 

Surat Justice R.C. Lahoti kepada Mahkamah Agung India, pada Sesi Ucapan 

Selamat dari Konferensi dua hari ADR, Konsiliasi, Mediasi dan 

Manajemen Kasus di organisir oleh Komisi Hukum India, 

https://lawcommissionofindia.nic.in/adr_conf/Justice_Lahoti_Address.pd

f, Akses 28 Februari 2021 

 

Tabrani, Arah Baru: Metodologi Studi Islam, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 

2015. 

 

https://www.pa-bantul.go.id/
https://lawcommissionofindia.nic.in/adr_conf/Justice_Lahoti_Address.pdf
https://lawcommissionofindia.nic.in/adr_conf/Justice_Lahoti_Address.pdf


114 
 

 

6. Wawancara 

 

Wawancara dengan Hj Yusma Dewi, S.H, M.H. Panitera Muda Hukum di 

Pengadilan Agama Bantul tanggal 15 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H., Hakim Mediator di Pengadilan 

Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H. Hakim Mediator di Pengadilan Agama 

Bantul, tanggal 15 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan  Bapak Arief Rahman, S.H., Hakim Mediator di Pengadilan 

Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan Heniy Astiyanto, SH. Mediator Non Hakim di Pengadilan 

Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan Agus Suprianto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama 

Bantul, tanggal 18 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan Drs. H.M.Ubaidillah, M.S.I. Mediator Purna Hakim di 

Pengadilan Agama Bantul, tanggal 16 Februari 2021. 

 

Wawancara dengan  Dr. Abdul Mujib, M. Ag. Mediator Non Hakim di Pengadilan 

Agama Bantul, tanggal 21 Juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	SURAT PERSETUJUAN TESIS
	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	Curriculum Vitae



